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Abstrak
 

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan

tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Namun dalam prakteknya bahwa kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara membutuhkan adanya kerugian negara yang nyata atau riil. Di samping itu

bahwa rumusan ancaman pemidanaan dalam kedua pasal a quo memberikan kontribusi akan terjadinya

disparitas pemidanaan karena selain memuat alternatif mengenai jenis-jenis pidana juga memuat ancaman

pidana minimum dan maksimum. Keadaan rumusan demikian merupakan ancaman pemidanaan dalam

bentuk ruang hampa yang harus dikonkretisasi dalam penjatuhan pemidanaan. Dengan begitu pendekatan

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas implementasi pemidanaan dalam kaitannya

dengan jumlah kerugian keuangan negara. Kajian yang dilakukan juga merupakan bentuk kajian yuridis

normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach)dan analisa putusan (decision analysis). 

<hr>

Convicting the defendants of corruption in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 on

Amendment to Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication is not only based on acts affecting the

state financial or economic losses, but it is rather considered as despicable because it is not corresponding to

the sense of justice or the norms of social life in the society. However, state financial or economic losses

require real state losses. In addition, the formulation of criminal punishment in the two a quo articles

contributes to the disparity of punishment as those do not only contain alternatives regarding types of crime,

but also minimum and maximum criminal punishment. This situation is a criminal punishment in the form

of vacuum which must be concretized in the criminal conviction. Therefore, the approach used in this

research was to assess the effectiveness of implementation of criminalization in relation to the amount of

state financial losses. The study conducted was also a form of normative juridical study through a statute

approach and decision analysis.
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